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Halaman 1 dari 12 halaman 

SALINAN 

P U T U S A N 

Nomor 0219/Pdt.G/2020/PA.Mto 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak 

antara :  

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, 

tempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit, RT. 02 RW. 01, Desa Sumber 

Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, 

sebagai Pemohon; 

M e l a w a n 

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 10, Dusun Penampuyan, 

Desa Mangun Jayo Sebrang, Kecamatan Tebo Tengah, 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2020 

telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Muara Tebo dengan Nomor 0219/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 12 Juni 

2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah 

menikah pada Hari Minggu, Tanggal 01 Agustus 2010, dihadapan Pejabat 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 102/12/VII/2010, tanggal 05 Agustus 2010;     

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan 

Termohon berstatus Perawan;   

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama 

membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah orang tua 

Pemohon dengan bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit, RT 02, RW 01, Desa 

Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selama ± 9 Tahun 

sampai akhirnya berpisah;   

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;   

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang 

anak yang bernama :  

- Refan Yudha Pratama bin Priyanto, berumur 8 tahun (bersama dengan 

Pemohon);   

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula 

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 2017 kerukunan dan 

keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan :    

a. Termohon dan Pemohon pernah dua kali bertengkar namun setelah 

dinasehati keluarga damai kembali;   

b. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;   

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 

sekitar bulan April 2020, waktu itu Termohon kedapatan di Hp berhubungan 

lagi dengan laki-laki lain oleh orang tua Pemohon, lalu terjadilah 

musyawarah keluarga dan Termohon lebih memilih laki-laki lain dari pada 

Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah 

tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban 

sebagaimana layaknya suami isteri;   

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina 

rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;  

3.  Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

4.  Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap secara pribadi ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti berupa;  

A. Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509082908850001 atas nama 

Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan 

di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan 

aslinya, bukti P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/12/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 

2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto 

Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan di-nazegelen 

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2; 
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B. Saksi  

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : 

− Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah 

Kakak Ipar; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami isteri yang menikah 

tahun 2010, padaa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan 

Termohon berstatus perawan; 

− Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 

anak; 

− Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis 

karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan; 

− Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan 

Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu sekitar bulan April tahun 

2020 saat saksi berkunjung ke rumah mertua saksi, saksi melihat isi 

percakapan di telepon genggam Termohon dengan laki-laki lain yang 

berisi hal-hal berbau dewasa; 

− Bahwa saksi mengetahui Temohon berselingkuh sudah sebanyak 3 (tiga) 

kali karena pada saat musyawarah keluarga pada bulan April tahun ini 

Termohon telah mengakuinya; 

− Bahwa sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon  

sudah pisah rumah, tepat setelah musyawarah keluarga dimana 

Termohon mengakui perselingkuhannya, Termohon menyatakan lebih 

memilih laik-laki lain daripada Pemohon, sehingga Pemohon 

memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan saksi 

bersama isteri saksi yang mengantarkan Termohon; 

− Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk 

kembali harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon; 

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : 

− Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah 

Disclaimer
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Kakak Kandung Pemohon, dan Termohon adalah Adik Ipar saksi; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami isteri yang menikah 

tahun 2010, padaa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan 

Termohon berstatus perawan; 

− Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 

anak; 

− Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis 

karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan; 

− Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui adanya pertengkaran dan 

perselisihan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu sekitar 

bulan April tahun 2020 pada saat Termohon sedang keluar rumah, saksi 

melihat isi percakapan yang ditunjukkan oleh anak Pemohon dan 

Termohon sendiri dengan laki-laki lain yang berisi hal-hal berbau dewasa 

di telepon genggam Termohon; 

− Bahwa saksi mengetahui Temohon berselingkuh sudah sebanyak 3 (tiga) 

kali karena pada saat musyawarah keluarga pada bulan April yang lalu, 

Termohon telah mengakuinya dan Termohon juga menyatakan lebih 

memilih laki-laki lain daripada Pemohon; 

− Bahwa sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon  

sudah pisah rumah, tepat setelah musyawarah keluarga, Pemohon 

memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan saksi 

bersama suami saksi yang mengantarkan Termohon; 

− Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon 

untuk kembali rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi 

tidak berhasil; 

− Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan 

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang 

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat 

permohonan Pemohon dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat kediaman Termohon 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, 

memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 

Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat 

dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak 

(persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan 

dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 
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Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (in person) di 

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak 

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran 

Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without 

reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak 

hadir dan perkara a quo  dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai 

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon 

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di 

persidangan, namun berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap 

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar 

dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon 

tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga proses persidangan tetap 

dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada 

poin 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Nikah yang telah memenuhi maksud 

Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil suatu bukti otentik; 

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon 

dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada  

tanggal 1 Agustus 2010, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat 

materiil suatu bukti otentik untuk perkara a quo; 
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Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan 

materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil permohonan 

Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 1 

Agustus 2010 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam 

perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf  ( f )  Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu 

mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan 

Pemohon sebagai saksi dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan 

keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam 

perkara a quo saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar 

sebagai saksi (Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah 

menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan 

berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi 

sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut 

telah memenuhi syarat formal  dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu 

kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti 

P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 

1 Agustus 2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak; 
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2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung 

harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang 

tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon yang memiliki 

laki-laki idaman lain; 

3. Sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah 

orang tua Termohon, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak 

pernah berkumpul bersama lagi; 

4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak 

berhasil, dan Pemohon teguh pendirian untuk bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan 

akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang 

terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; 

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai 

(rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, 

merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya 

perkawinan (broken marriage); 

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan 

kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa 

maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi 

kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan 

Al-Qur’an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 14 dan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka 

Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya 

masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan 
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(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah (Kitab Al-Bayan Jilid II 

halaman 38) yang berbunyi : 

 درأ المـفـــاســـد مـقـــدم على جـلــب المـصــالـح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  Majelis  Hakim  dalam  

mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT 

dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: :  

  ؛ عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka 

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut 

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang 

diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, 

oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan 

talak raj’i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal  118  Kompilasi  Hukum  

Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Muara Tebo; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  
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Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara 

Tebo; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); 

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 9 

Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa’dah 1441 Hijriah dalam 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri 

dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy. 

serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. 

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon; 

Ketua Majelis 

 

Ttd. 

 

M. Rifai, S.HI.,M.HI. 

 

Hakim Anggota  I 

 

Ttd. 

 

 Leni Setriani, S.Sy. 

 

Hakim Anggota II                   

 

Ttd. 

 

Andi Asyraf, S.Sy.                                          
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Panitera Pengganti  

 

Ttd. 

 

M. Yusuf, S.HI. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pencatatan 

2. Biaya Proses 

3. Biaya Panggilan 

4. Biaya PNBP Relaas 

5. Biaya Redaksi 

6. Biaya Meterai 

Rp.       30.000,- 

Rp.       50.000,- 

Rp.      320.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.       10.000,- 

Rp.        6.000,- 

Jumlah Rp.      436.000,- 

 

 

 

Salinan yang sama dengan aslinya oleh : 

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO 

PANITERA 

 
Ttd.  

 
 

Izzami Thaufiq, S.H., M.H. 
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